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BUPATI BENGKAYANG,
bahwa berdasarkan Dacrah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pengkayang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah
Tertinggal Kabupaten Bengkayang;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana
perlu menetapkan

Peraturan

bahwa
dimaksud dalam huruf a,
Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan

Pemberdayaan Masyarakat,

Tata Kerja Dinas
Pemerintahan .Desa Daerah " Tertinggal

Kabupaten Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah  Tingkat I
Bengkayang (Lembaran’ Negara Republik, Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823); g

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

dan

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang Nomor 33
an

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d

Pemerintah Daerah (Lembaran  Nepara Republile

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
a Nomor 4434);

Lembaran Negara Republik Indonesi
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturarn
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2011 tentang

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
6, Tambahan

@ Indonesia Tahun 2014 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Q 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peratutan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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39 Tahun 2004 tenlang

Undang-Undang  Nomoi
Prusat dan

Perimbangan Keuangan antari Pemerintiah ’
pemerintah  Daerah  (Lembaran Neparn Republile
Indonesia  Tahun 2004  Nomor 1265, 'I-'llllll)‘.’lllilll
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4458);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 If:n}:s’u{?
Pembentukan Peraturan Perundang; U“"“”'R"”
(Lembaran Negara Republik Indonesia ’l‘:zhyn 20 F"
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RUPU“I'"
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah chghuh
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 201?
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcral.ura-.n
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentar?g
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peratutan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);




Menten Dl Nepernt Noren B Tahm

1O Pernharan
[l [ perih

WO Lo tentany, Pembentukan frraduk

Jnnonest Fahun 2010 Naoiin

(Henta Newara Republik
dJah diubunh dengan
120 Tahun 20 RN

Dalam  Neper

030) sehagaimana et irat
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Pernbahan
Notmor 80 Tahun SO0 tentamy,
Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 157);

(1 Tahun 2010 fentang

11, Peraturan Dacrah Nomor
Daernh

dan  Susunan Perangkal
Daernh Kabupaten
Tambohan

Pembentukan
kabupaten Bengkayang (Lembaran
Bengkayang  Tahun 5016 Nomor 11,
Lembaran Daerah kabupaten Hengkayang Nomor L1
scbagnimana telah diubah dengan Pe
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubanhan - Atas
Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 lentang
Pembentukan  dan - Susunan Perangkal Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Dacrah Kabupaten
Bengkayang  Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Nomor 13:

rafuran Daerah

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA  KERJA  DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL KABUPATEN BENGKAYANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Q Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
|. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah
oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. —
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang,
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5 Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Bengkayang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah

Tertinggal adalah Dinas Pembcerdayaan Masyarakat, Pemerintahan
Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.
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Pepawal  Mepen Hipil dalam Panphi il i isbiin
organisasi

10. Jabatan Fungsional adalah juhalin itk metilisnnalbon i Fagapehiini
tugas  Pemerintah - Kabupaten - dientid e bealiii o

kebutuhan.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan stoalctural

PALTI
KICDUDURKAN, TUCGAH POROE,
FUNGSIE DAN STRUKTUR ORGANIHAL

Paginn Kesaln
REEDUDUKAN

Pannl 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahian Desi din D
Tertinggal — Kabupalen  Rengkayang heckedndubin i wewaly il
bertanggung jawab kepada Bupati dan secira telinis Atliiniating
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daeruh.

Bagian Kedoa
TUGAS POKOK DAN FUNCGEHI

Pasnl 3

Dinas Pemberdaynan Masyarakit, Pemerintolion Desic i Dierid
Tertinggal ~ Kabupaten — Bengkayang —mempunym tugis pokolk
melaksanakan urusan pemerintaban wajih yang bevkadtan dengan
pelayanan dasar dibidang Pemberdaynnn Mosyarnbat, Pemerintobhinn
Desa dan Daerah Tertinggal yang menjodi kewenonngan Peinerintal
Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebaguimann ditmabesod dadin Prasil

3, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakatl, Pemermtnhan Desin din

Daerah Tertinggal Kabupaten menyelengpuralean Tungsi sebugni becileoh:

a. pelaksanaan urusan pemerintah wajib o yang berlaiton dengan
pelayanan dasar dibidang pemberdayaan masyarakat,

b. pelaksanaan wurusan pemerintah  wajib  yang  bherlaitin denpnn
pelayanan dasar dibidang Pemerintahan Desn; '



¢ pelaksanaan urnsan pemerintah wijih - vang, herkaitan  dengan

pelayanan dasar dibidang Dacrah Tertinggal; dan
d. pelaksanaan fungst lainnya sesuai dengan lingkup
diserahkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan

Loyt yuntg,

e
i

berlaku.
Ragian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5
Masyarakat,

(1) Struktur ~ Organisasi ~ Dinas Pemberdayaan
ten Bengkayang,

Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupa
terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sckretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaia
2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangarn,
¢. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
@ 2. Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat .
d. Ridang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
1. Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
2. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan
3. Seksi Kekayaan dan Aset Desa.
e. Bidang Pembangunan Desa dan Daera
1. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sum
Dacrah Tertinggal;, dan
9. Seksi Sarana dan Prasarana Desa d
{ Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang
Q sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

n;dan

h Tertinggal, terdiri dari :
her Daya Alam Desa dan

an Daerah Tertinggal.

Masyarakat,

Bagian Keempal
KEPALA DINAS

Pasal A

aan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan
dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf
yang mempunyai tugas memimpin,
membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan
Daerah Tertinggal, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal
Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta berdasarkan kebijakan Bupati.

Kepala Dinas Pemberday
Daerah Tertinggal sehagaimana
a, adalah unsur pimpinan
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SEKRETARIAT
V‘_:‘.’;! 7
dimaksud pada ayal (1), dipimpin oleh

Sekretariat  sebagaimana i

il - i awilh
ne Sekretants vang berada dibawah dan hertanggung, Jawi
' : Do [esa

seOralie

wepada Kepala Dinas Pembe

rdavaan Masyarakal, Pemerintanall

dan Daerah Tertinggal.
Pasal 8
14 | g 7 ) E 1e 1 LIS
11 Sekretaris sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7, m¢ mpunyai (g
ahan koordinasi, konsulld
Dinas Pemberdayaan h-ﬁf’rs_s'm'uk
n Rengkayang.

i

1

pokok menyiapkan b i kepada semud
unsur di lingkungan atau mtern at,
esa dan Dacrah Tertinggal Kabupatc
agaimana dimaksud dalam

rakan fungsi scbagal

Pemerintahan D

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok seb
Pasal & ayat (1), Qekretaris  menyelengga
berikut:
penyusunan program kenia;
pengelolaan administrasi umuim;
pengelolaan administrasi keuangan;
prasarana,

1 Arn e G GF
laan administrasi sarana dan P

poo oo

pengelolaan urusan rumah tangga;
pengelolaan kearsipan, ketatausahaan:
pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan

i lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

yang terkait

@ = o

h. pelaksanaan fungs

Pasal 9

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri

dar:
a. sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian; dan
b. sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangarn.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas pokok
membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip,
perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor,
administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi
kepegawaian untuk kepentingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Pemeriniahan Desa dan Daerah Tertinggal.



(2) Untuk melakanakan tapas pokok sehapaimana dimakend pisda ayil
(1), Sub  Bagian  Administrasi,  Umum dan hepegawaii
menyelengparakan fungsi sebagai berikut:

a. penpelolnan Surat Menyurat;

b. pengelolaan Rumah Tangga;

. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Karntor;
d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;

e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan

f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu
sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian
data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan,
menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran
dan pelaporan keadaan kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal.
)
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:

a. pengumpulan dan pengelolaan data;

b. penyusunan program kerja tahunan;

¢. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;

d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan
program Kerja;

pengelolaan keuangan;

penyusunan anggaran;

penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan

pelaporan keadaan kas,

o]

@

- Bagian Keenam
( BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaiaman dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) huruf ¢ adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, mcmpunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan
Daerah Tertinggal dalam menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengelolaan
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat desa.



(2) Untuk melaksanakan tugas pokolk sebaganmana dimaksud  pada
avat (H), Bidang Pemberdayaan Masyarakal [yesa
menyclenggarakan fungsi sebagai berikut:

n di bidang pemberdayaan masyard
kapasitas Masyarakat Desa,
asi peraturan

a. perumusan kebijaka kal desa
vang meliputi pengembangan

perencanaan dan pembangunan partisipatif, advok

desa, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama scrta

kemitraan masyarakat;

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat

desa;
. ” . 1 ™ % 1, 1 é
penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perberdayadrl

Masvarakat Desa;
d. pemberian  bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan
Masyvarakat Desa;
monitoring

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan,

penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan
alkat:

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi
Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah

Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
b.Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Masyarakat.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

pengelolaan  pengembangan  kapasitas

bidang pembinaan
masvarakal desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif,

advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja

sama dan kemitraan masyarakat desa.
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(2} Untuk melaksanakan fogas pokok
avat (1), Seksi Pemberdayaan Masvarakat Desa menyclenggarakih
fungsi sebagai bertkut:
- Sy . 1 . 1 7 | Do 1 o | i % | \‘.<il
a. ;.)L'll\lmuimn Ot ROT et patid Scksi rrinocidaydall Vipihyalah
Desa:
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b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberaityd

(1) Seksi Penge

(2}

Masvarakat Desa:
han telonis

penyiapan dan pengumpulan bahan
penyelenggaraan

dan petunjuk pelaksanaan

Masvarakat Desa;
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d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pcmbcerdayaan desa dan
jembaga adat lngkat Daerall Rabupalen dan pemberdayaatl

masvarakat hukum adat;

e. penyelenggaraan pemberdayaan
lembaga adat tingkat Desa;
i teknis di  bidang Pemberdayaan

koordinasi  dengan instansi  lerkait  dalam

g. pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
h. pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat;
i, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas pada Seksi
Masyarakat; dan

Pemberdayaan Ma
diberikan oleh Kepala Bidang

pelaksanaan fungsi lain yang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan

asal 16

lolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(I) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perumusan dan

engelolaan teknologi

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan p
pan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

tepat guna serta penyia
embagaan Badan Usaha Milik

di bidang pembinaan pengelolaan kelemb
Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan

desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat

desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pembagunan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:
a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pengelolaan Teknologi

Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;



]’-]""'lllllliN-’lll dan pelaksanaan kehijalean i hacimnge Penpelolm
Pemberdayann  Usaba fodcononn

Teknologi Tepat Guna dan

Masyarakal;
potunjuk TR

penyiapan dan penguipulan bahan peayusuian
penyelenggaraan
Usaha  Ickonomi

pelaksanaan Pengelolann

dan petunjuk
Guna dan

Teknologi  Tepatl
Masyarakat;
Teknolog

d. pemberian bimbingan teknis di bidang Pengelolaan
konomi Masyarakat;

Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Iv
erkait  dalam
Pengelolaan Teknologi Tepal

Pemberdayaan

c. pclaksanaan  koordinasi  dengan instansi
penyelenggaraan kegiatan di bidang
Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakal;

moniloring penyclenggaraan kegiatan

f. pelaksanaan pengawasarn,
mberdayaan

di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pe

Usaha Ekonomi Masyarakat;
g. evaluasi dan pelaporan
Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberday
Ekonomi Masyarakat,
. pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh K
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
dengan tugas pokok dan fungsinya.

pelaksanaan  tugas pada Seksi
aan Usaha

cpala Bidang
Dcsa  sesuai

Bagian Ketujuh
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

dimaksud dalam pasal 5 ayatl
dipimpin oleh seorang Kepala

Ridang Pemerintahan Desa sehagaimana
da Kepala Dinas melalui

(1) huruf d adalah unsur pelaksana yang
Bidang yang bertanggungjawab langsung kepa

Sekretaris.
Pasal 18

(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, mempunyai fugas pokok membantu Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah

kan perumusan dan pelaksanaan

Tertinggal dalam menyelenggara
kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di hidang

Pemerintahan Desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:
penyusunain rencana operasional di bidang Pemerintahan Desa,

b. penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Desa, Tata

Pemerintahan Desa, serta Kekayaan dan Aset Desa;

da.



Bielange lu'lnr-linl:rh::n

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas i
desa dengan satuan organisasi lain;

d. pengaturan pelaksanaan  (ugas di bidang Administrasi dan
Keuangan Desa, Tata Pemerintahan Desa, serta Kelayaan dan
Asct Desa,

Juasian bahan laporan peclaksanaan tugas di bidang

c. pengeve
Keuangan Desa, Tata Pemerintahan Desa,

Administrasi dan

serfa Kekayaan dan Aset Desa;

f. pengaturan fasilitasi tugas yang bukan merupakan tugas unit
kerja tertentu di bidang pemerintahan desa;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas padé
Bidang Pemerintahan Desa;

h. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang

Pemerintahan Desa secara periodik; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah

Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19
d dalam Pasal 17,

Bidang Pemerintahan Desa sehagaimana dimaksud d

{1

—

terdiri dari :
a. Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
b. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan

c. Seksi Kekayaan dan Aset Desa.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
ala Seksi yang berada dibawah dan

(1) Seksi
da Kepala Bidang Pemerintahan

dipimpin oleh seorang Kep
bertanggungjawab langsung kepa

Desa.
Pasal 20
(1) Seksi Administrasi dan Keuangan Desa mempunyai tugas pokok
membantu  Kepala  Bidang Pemerintahan  Desa  dalam
pelaksanaan  kebijakan,

perumusan  dan

menyelenggarakan
knis di bidang Administrasi

fasilitasi, koordinasi serta pembinaan te

dan Keuangan Desa.
s pokok sebagaimana dimaksud pada

(2) Untuk melaksanakan tuga
ayat (1), Secksi dan Keuangan Desa menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Administrasi dan

Keuangan Desa;

b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan,
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan Administrasi dan Keuangan Desa;

c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi

penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Administrasi dan Keuangan

Desa;,
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inaan hoondmast  denpan insianss ferkett clalam
Seksi Adnnmstrase dan heuangan

sematan pada

POV ra’y
»
o pelakmanasn  pengawasan dan  pengendalian nenvelenggarann
keatan pada Sckst Addmunistras) dan Keuangan Desa
n o pelaporan pelaksanaan fugas  paaa Sekst
v dan Acuangan Desa; dan
funest lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
ian funesi vang ada.

v t100s (1
.‘.\.:‘..‘ 1§ | E

ytahan Desa mempunyai tugas pokok membantu

Tata Pemenntahe
dalam

R
menvelenggarakan
fasilitasi, koordinasi serta

_ g .
Ridang  Pemenntahan Nesa
serumusan dan pelaksanaan
pembinaan teknis di bidang T

pokok sebagaimana dimaksud pada

kebiyjakan,
ata Pemerintahan Desa.

Unmuk melaksanakan tugas
o . i, TN G o o . - — - <1
avatr (1), Seks: Tam Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

sehagal benkut
sunan rencana keglatan Seksi Tata Pemerintahan Desa;
in kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan

2. penyusunan

neaturan pelaksanas

[
O Ddngacaial

Desa:
- penviapan dan pengumpulan  bahan  penyusunan kebijakan,
i perunjuk

Xk teknis dan peiaksanaan  dalam

petunjuk
penvelenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningkatan
rahuan serta keterampilan aparatur pemerintah desa;
i pengumpulan. pengolahan dan penyajian bahan/data untuk
penyusunan kebiiakan, ketentuan dan
ahuan

- —

fe

LS
N
ST IrNean  Jdan

penVempUImasan
; r Kelembagaan, serta peningkatan penget

e

dan keterampiian
= nenvelenggaraan koordinasi dan Leriasama dalam pembinaan
-~ -
ditetapkan;

Aparat Desa, sesuai ketentuan dan Standar yvang
evaluasi pelaksanaan 1agas di lingkungan Seksi

. 4 4
Taia Pemerintahan Desa;

2. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi
Tara Pemnerintahan Desa secara periodik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Demerintahan Desa sesuai dengan ugas nokok dan fungsinva

Pasal 22

. Desa mempunyai tugas pokok membaniu

Seks! RKekavaan gan
Kepaia DBidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan
pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta

serumusan dar
nembinaan teknis di bidang Kekavaan dan Aset Desa.

P T T =~ P e =] - - - - =

) Unt melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
f P Ao Aot s .
: n Aset Desa menyelenggarakan fungsi



A, penynstnan rencana kegialan Seksi Kekayann dan Asel Desig

b. pengaturan pelaksanaan kegiatan pada Scksi Kekayaan dan Aset
Desa;

c. penyiapan dan pengumpulan hahan penyusunan kebijakan  di

bidang Kekayaan dan Asel Desa;

pengolahan  dan penyajian hahan/data  untuk

d. pengumptilan,
1 kebijakan di bidang Kekayaan

penyempurnaan dan penyusunar
dan Asel Desa;

e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang Kekayaan
dan Aset Desa;

f. monitoring dan evaluasi pelak
Kekayaan dan Aset Desa;

g. penyusunan laporan perkembangan pela
Kckayaan dan Asct Desa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

¥ 5 1 o g . - - n . y
Pernerintahun Desa sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

sanaan tugas di lingkungan Seksi

ksanaan tugas Seksi

Bagian Kedelapan
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 23

dan Daerah Tertinggal sebagaiamana
dalah unsur pelaksana yang

rtanggungjawab langsung

Bidang Pembangunan Desa
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e a

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang be
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 24

Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
m Pasal 22, mempunyai tugas pokok
berdayaan Masyarakat, Pemerintahan
arakan perumusarn

(1) Kepala Bidang
sebagaimana dimaksud dala
membantu Kepala Dinas Pem
Desa dan Daerah Tertinggal dalam menyelengg
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi desa
dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan

daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah

tertinggal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

rja dan kegiatan Bidang pengembangan

ah tertinggal, pendayagunaan sumber

al, pembangunan sarana

a. penyusunan program ke
ckonomi desa dan daer
daya alam desa dan daerah tertingg

prasarana desa dan daerah tertinggal;
b. perumusarn kebijakan di bidang pengemb
dan daerah tertinggal, pendayagunaan sum
dan daerah tertinggal, pembangunan sarana

daerah tertinggal;

angan ekonomi desa
ber daya alam desa
prasarana desa dan



pelaksiniam kehijadan i Indang, prenpembiangan ckonornn s
oy alam (leni

o
st

dan daerah tertinggal, pendayaguniin

dan daerah tertinggial, pembangunat gurana prasaroann esa o
daerah tertinggal;

a dan kegiatan p::nut:mh;m;q:m ckonomi

arn

i sumber day? al

d. penyusunan program kerj
ina prasarand desa

desa dan daerah tertinggal, pendayagunas
desa dan dacrah terlinggal, pembangunar sare

mbangan ckonomi

dan dacrah (ertinggal;
ya alarm

teknis di bidang penge
surnber da

pemberian bimbingan
desa dan dacrah tertinggal, pendayagunaan
desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarand prasaras
dan dacrah tertinggal;

{. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring
penyelenggaraan kegiatan pada bidang pengembangan ekonomi

desa dan daerah tertinggal, pendayagunasn sumber daya alam
desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana pras
dan daerah tertinggal;

g. pengevaluasian dan pclaporan
kegiatan pada pengembangan ckonomi desa dan daerah
tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah

tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah

tertinggal; dan

h. pelaksanaan fungsi
Pemberdayaan Masyarakat,
Tertinggal sesuai dengan tugas pokok

1a desa

arana desa

perkembangan pelaksanaan

rikan oleh Kepala Dinas

lain yang dibe
dan Daerah

Pemerintahan Desa
dan fungsinya.

Pasal 25

a dan Daerah Tertinggal terdiri dari :

(1) Bidang Pembangunan Des
Sumber Daya Alam Desa dan

a. Seksi Pengembangan Ekonomi,
Dacrah Tertinggal; dan
b. Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal.
masing Scksi dipimpin olch Kcpala Scksi yang berada
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

Sumber Daya Alam  Desa dan
m Pasal 24 ayat (1)
dan melaksanakan
desa dan daerah

(2) Masing-
dibawah

(1) Seksi Pengembangan Ekonomi,
Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dala
huruf a, mempunyai tugas pokok merumuskan

kehijakan di bidang pengembangan ekonomi
tertinggal, serta pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah

tertinggal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pok
(1), Seksi Pengembangan Ekonomi,

Daerah Tertinggal menyelenggarakan fun
ana kerja pada Seksi Pengembangan Ekonomi,

ok sebagaimana dimaksud pada ayat
Sumber Naya Alam Desa dan

gsi sebagal berikut:

a. penyusunan renc
Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal;

Smm raa
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Pl 27

dan  Proasarann Desn dan Dacrah Tertinggnl

tugas pokok merumuskan dan melaksnnakan kebyakan dr bdany,

Perthangunan Sarana dan Prasacana Desa dan Devah Tertitgzgl.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebapammuana dimakesud pada ayal

(1), Sckai Sarana dan Prasarini

Demn dan Daerah Tertinggal

menyelenggarakan fungsi sebagai berikeut:

od.

1. penyusunan rencana kerjn pada Sekai Sarana dan Prasarana

Desa dan Dacrah Tertingpal;

b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis

d.

dan petunjuk pelaksanann penyelenpgnrann kepiatan di bidang
Sarana dan Prasarana Desa dan Dacrah Tertinggal,
pelaksanaan  koordinasi  dengan instansi  (erkait  dalam
penyelenggaraan Kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Desa
dan Daerah Tertinggal;

pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenpggarnan kegintan
di bidang Sarana dan Prasarana Desa dan Dacrah Tertinggal,
eviduasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sarana dan
Prasarana Desa dan Dacrah Tertinggal; dan

pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan  oleh Kepala
Pembangunan Daerah Tertinggal sesuni dengan tugns pokok dan

Wdang

fungsinya.



Rapian Keseminlan
UNIT PELAKSANA TIEKNIS DINAD

Pasal 28
bagaimana dimaksud pada Pasal 5
Teknis Dinas Pemberdayaan
Tertinggal, mempunyal
wilayah

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sc
ayal (1) hurul I adalan Unit Pelaksana
Masyarakal, Pemerintahan Desa dan Daerah

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang
kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal
27, dipimpin oleh seorang kepala yang herada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PcmberdayaarT
Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal melalut
Sekretaris Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengkoordinasian semua program Sosial disemua jenjang Sosial

yang ada;
b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Sosial yang ada di
wilayahnya masing-masing;
c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua
urusan yang berkaitan dengan program sosial;
d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sosial di tingkat

proses pelaksanaan penyelenggaraan

Kabupaten;
pembuatan Laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

&

Pemerintahan Desa dan Daerah ‘Tertinggal secara berkala
(bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah
Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

=~

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (I) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesual dengan keahlian dan kebutuhan serta
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.,
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BABR IV
T A'TNA ;'] ™ T & T™ A NT ™ “: \]\'\l\-\\'
TATA RERJA UDAN FhuarUraly
Pasal 32

melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan
kelompok Tenaga  Fungsional wanb mener pkan prinsip koordinas:,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
muupun antar satuan m'e,unisax‘i di ]inakunf’an Pcmcrimqh Daerah

Dalam

tugas m:-.asmgm'umng.

Pasal 33

Pemberdayvaa
e

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial,
wan Masyarakat dan D

Perlindungan Anak, Pemberdayaan
dan bila rtenad:

Sa

-

Perempuan,
wajib mengawasl bawahannya masing-masing
penvimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesIAal r‘lnnu'wn Perundang- 1]ndancﬂn yang berlaku.

Pasal 34

dilingkungan  Dinas
NDesa dan Daerah

mengkoordinasi

satuan  organisasi

Pemberdavaan  Masyarakat,  Pemerintahan
Terunggal bertanggungjawab memimpin dan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

(1) Setiap  pimpinan

bagi pelaksanaan tugas bawahanny
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan

menylapkan laporan berkala tepat pada waktunya



Posal A5

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinarn satuatl Orpanitas dari

bawahannya wajib diolah dan 'lip"r{',l.l!l:llf.-'ln sebagni hahan vtk

penyusunarn Japoran lebih Janjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.
kepada  atasall,

(2) Dalam menyampaikan japoran masing-masmg
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuar Oorpanisai
lain yang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 36
tugas

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan
an dan Belanja

desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapat

Daerah Kabupaten.
Tugas

pokok dan fungsi herdasarkan

(2) Pelaksanaan  tugas
Pendapatan dan Belanja

Pembantuan menjadi beban pada Anggaran

Negara.

(3) Laporan pengelolaan anggaran yang dis
keuangan sesuai ketentuan yang be
Bupati, dan Tugas Pembantuan juga wajib disampai

Pemerintah Pusat.

ajikan dalam bentuk laporan
rlaku disampaikan kepada
kan kepada

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan
kepegawaian diatur sesnai  Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang beriaku.

(2) Pembiayaan kegiatan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,
pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

serta susunan

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Bengkayang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.



Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya,
ngan penempataniiys

pc-mun'ui;‘nlp;m

memerintahkan
Daerah

Agar setiap Orang

e e _— : D et e
Peraturan Bupau 11l de v dalam  Berita
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

pada tanggal 10 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAY ANG,

ttd
AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd

OBAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya




